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RETRIBUSI PASAR MANONDA ¥

Kasus Mantan Camat Inkra

\R — Proses hukum

si dana retribusi Pasar

3 dengan terdakwa mantan
hyar AK Muhammad,
tetap (inkra).

“Sesegeramungkin diberitahu-
kan ke JPU (pencabutan pern-
yataan banding),” singkatnya.

Diketahul, Kamis
(26/6/2014) lalu, kedua ter-
dakwa dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18
UU Nomor: 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan
UUNomor: 20 Tahun 2001 ten-
tang Pemaberantasan Tipikor Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP:
Sehingga dihukum pidana pen-
jaramasing-masing satu tahun
dan denda Rp50 juta subsider
dua bulan penjara.

Berkaitan vonis tersebut,
kedua terdakwa melalui pe-
nasihat hukumnya Muhadjir
Rapele SH menyatakan ban-
ding ke PT Sulteng.

Akta permohonan banding
Dahyar AK Muhammad tere-
gister Nomor: 13/Akta Pid Sus-
TPK/2014/PN.Pal, sedangkan
Irmawati Nomor: 14/Akta Pid.
Sus-TPK/2014/PN.Pal. Kedua
akta banding itu tertanggal
Rabu 2 Juli 2014. sk

TERDAKWA Dahyar AK Muhammad dan limawati sat sidang pembacaan voris di Pengadiian Tipikor pada Pengadiian Negeri Palu, beberapa wakdu lalu. Kasus keduanya saat ini
{olah berkekuatan hukum tetap (inkra), menyusul dicabutnya pernyataan banding ke Pengadilan Tinggi Sulteng. Foto: pokms
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PALU, MERCUSUAR

— Proses hukum

kasus dugaan korupsi dana retribusi Pasar
Manonda tahun 2008 dengan terdakwa mantan
Camat Palu Barat Dahyar AK Muhammad,
berkekuatan hukum tetap (inkra).

Demikian dengan terdakwa
lain dalam berkas terpisah,
yakni mantan Bendahara Pen-
‘geluaran Irmawati.

Inkranya kasuskedua terdak-
wa, menyusul dicabutnya per-
nyataan banding ke Pengadilan
Tinggi (PT) Sulteng, terkait
vonis Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN) Palu
tanggal 26 Juni 2014 Nomor:
10/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/
PN.PALU dan Nomor: 11/Pid.
Sus/TIPIKOR/2014/PN.PALU.

“Tadi (Rabu, 6/8/2014) per-
nyataan bandingnya dicabut
oleh penasihat hukum kedua
terdakwa,” tutur Humas PN
Palu Rommel F Tampubo-
lon SH pada wartawan, Rabu
(6/8/2014) sore.

Olehnya, kata Rommel, den-
gan inkranya kasus kedua
terdakwa itu, maka saat ini
tinggal pelaksanaan eksekusi
oleh penuntut umum.

Namun untuk eksekusi, se-
telah adanya pemberitahuan
resmi dari pengadilan berkai-
tan kasus tersebut telah inkra.

“Sesegeramungkin diberitahu-
kan ke JPU (pencabutan pern-
yataan banding),” singkatnya.

Diketahui, Kamis
(26/6/2014) lalu, kedua ter-
dakwa dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan
‘melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18
UU Nomor: 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan
UUNomor: 20 Tahun 2001 ten-
tang Peraberantasan Tipikor Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
Sehingga dihukum pidanapen-
jaramasing-masing satu tahun
dan denda Rp50 juta subsider
dua bulan penjara.

Berkaitan vonis tersebut,
kedua terdakwa melalui pe-
nasihat hukumnya Muhadjir
Rapele SH menyatakan ban-
ding ke PT Sulteng

Akta permohonan banding
Dahyar AK Muhammad tere-
gisterNomor: 13/Akta Pid Sus-
TPK/2014/PN Pal, sedangkan
Irmawati Nomor: 14/Akta.Pid.
Sus-TPK/2014/PN.Pal. Kedua
akta banding itu tertanggal
Rabu 2 Juli 2014. acx





